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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem antara menggunakan 
hukum Islam dengan ajaran nenek moyang atau yang dikenal dengan hukum adat, 
seperti dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan yang ada di 
Desa Buluh Cina yang menggunakan hukum adat. Dimana dalam aturan adat 
tersebut harta yang didapatkan oleh anak perempuan yang paling kecil (bungsu) 
jumlahnya lebih besar dari anak laki-laki yaitu seperti istilah dalam adat uma 
sociek kampuong sabidang (rumah beserta tapak tanah) maupun harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa 
perbedaan bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan adalah 
terletak pada uma sociek kampuong sabidang (rumah beserta tapak tanah). 
Masyarakat Buluh Cina mempunyai alasan kenapa pelaksanaan dalam pembagian 
ini diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil (bungsu), yaitu yang 
pertama karena anak bungsu perempuan yang menjaga dan merawat orang tuanya 
sampai meninggal dunia, yang kedua karena ada rasa kasihan kepada anak 
perempuan yang dianggap lemah dalam mencari rezeki sedangkan anak laki-laki 
kuat dalam mencari rezeki, ketiga pemberian rumah peninggalan dari orang 
tuanya sebagai perlindungan bagi anak bungsu perempuan jika terjadi hal-hal 
yang buruk seperti terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, yang 
keempat karena anak perempuan sebagai pengganti ibu yang merawat rumah, 
yang kelima karena masyarakat Buluh Cina dari garis keturunan menarik kepada 
garis Ibu (matrilineal).  
  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan 
masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di 
Desa Buluh Cina, Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan 
masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa 
Buluh Cina. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: Bagaimana 
pelaksanaan masyarakat terhadap pembagian harta warisan bagi anak bungsu 
perempuan, Bagaimana tinjauan dari hukum islam terhadap pelaksanaan 
masyarakat dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan.  
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa 
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan metode purposive 
sampling dengan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data 
sekunder. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa 
secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. 
 Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa pelaksanaan 
masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam sebagai berikut:                        
1. Bahwasanya pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan dari pada 
anak laki-laki sangatlah bertentangan dengan hukum waris Islam, karena di dalam 





dua anak perempuan. Di dalam KHI Pemberian bagian lebih besar kepada anak 
perempuan dari pada anak laki bisa di benarkan, jika diantara ahli waris 
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 
masing-masing menyadari bagiannya. Akan tetapi pemberian bagian lebih besar 
kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki tidak bisa dibenarkan atau 
bertentangan dengan hukum Islam, karena menimbulkan dampak perselisihan 
diantara ahli waris. 2. Bahwasanya pemberian rumah kepada anak bungsu 
perempuan sebagai penentu besar bagian warisan yang di dapatkan anak bungsu 
perempuan dari pada saudara-saudara yang lain di dalam hukum Islam sangatlah 
bertentangan, karena di dalam hukum waris Islam bagian untuk satu anak laki-laki 
sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari 
dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan, sedang jika anak 
perempuan itu satu orang saja maka ia memperoleh separoh harta. Pemberian 
rumah sebagai penentu di dalam bisa dibenarkan di dalam KHI, jika orang tua 
memberikan rumah tersebut sebagai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan 
dengan syarat persetujuan diantara ahli waris. Akan tetapi aturan di dalam KHI 
tersebut tidak bisa diterapkan karena terjadi perselisihan diantara ahli waris. 
Sehingga pemberian bagian lebih besar kepada anak perempuan tidak dibenarkan 
atau bertentangan dengan hukum Islam. 
 Adanya beberapa pelaksanaan masyarakat Buluh Cina dengan hukum 
Islam berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor 1. Faktor Pendidikan 2. Faktor 
Agama 3. Faktor Mata Pencarian. Berdasarkan ketiga faktor tersebut menurut 
penulis penyebab mengapa masyarakat Buluh Cina memiliki pelaksanaan yang 
berbeda dengan hukum Islam atau masyarakat tersebut tidak paham pembagian 
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A.  Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda 
antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
1
 Hal ini tidak bisa dilepaskan 
dari masyarakat Indonesia yang terdiri beraneka ragam suku bangsa yang 
terdiri dari adat istiadat dan hukum adat yang beragam, sehingga masing-




Wilayah daerah Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu bagian 
dari wilayah daerah Kabupaten kampar yang beribu kota di Bangkinang. 
Daerah Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang tersebut juga 
dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Bagian Kecamatan 
Siak Hulu terdiri dari beberapa Desa yaitu: 1. Buluh Cina 2. Buluh Nipis 3. 
Desa Baru 4. Kepau Jaya 5. Kubang Jaya 6. Lubuk Siam 7. Pandau Jaya 8. 




Tempat wilayah daerah yang ada di Kecamatan Siak Hulu yang ingin 
dikaji lebih dalam adalah Desa Buluh Cina. Dalam masyarakat Desa Buluh 
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 Rido Tua Hamonangan Pakpahan, Studi Komperatif Kedudukan Anak Perempuan 
Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Batak Toba Dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata Di Kota Pontianak (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2017), hlm 1.   
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 Marro „aini dan Nor Kholis, “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa‟ (4): 
11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar, dalam Jurnal Studi Gender 
dan Islam, Volume 18, No. 1, Januari 2019, hlm 94.  
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Cina terdapat dua Suku yang telah ada sejak dahulu dan keberadaannya 
sangatlah kuat, yaitu Suku Melayu dan Suku Domo, dua suku tersebut 
dikepalai oleh pemangku adat yang bergelar Datuok Majalelo dan 
pembantunya biasa disebut dengan Ninik Mamak, keberadaan Datuok 
Majalelo dan Ninik Mamak tersebut sangat menentukan perjalanan dan 
perkembangan masyarakat adat setempat, hal ini kita bisa lihat sampai 
sekarang masyarakat Buluh Cina masih kuat memegang ajaran nenek moyang 
dahulu atau yang dikenal dengan hukum adat.
4
 
Adat merupakan himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak 
termasuk hukum syara' (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh 
lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan tersebut merupakan suatu 
keharusan yang bersumber dari tuhan.  
Pada era perkembangan zaman yang semakin modern, ternyata tidak 
menghilangkan adat istiadat yang sejak dahulu sudah diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.
5
 Hal ini disebabkan karena masih ada tokoh adat dan 
aturan yang mengikat masyarakat tersebut untuk tetap mengikuti dan 
mematuhi aturan yang telah berlaku.
6
  
Dalam adat masyarakat Buluh Cina terdapat salah satu kebiasaan yang 
hingga saat ini masih tetap di jalankan oleh masyarakat Buluh Cina yaitu 
dalam masalah pembagian harta warisan untuk anak bungsu perempuan lebih 
banyak dari pada bagian saudara-saudara yang lain terutama anak laki-laki. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin, (Sebagai Tokoh Adat Suku Melayu), Pada 
tanggal 28 Oktober 2020. 
5
Ibid.,  hlm 2. 
6
 Hasil wawancara dengan Ibu Nurlela, (Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Terlibat 





Perbedaan bagian warisan antara anak bungsu perempuan dan saudara-saudara 
lain yaitu terletak pada hak mendapatkan rumah, pembagian ini diberikan 
kepada anak yang paling kecil yaitu anak bungsu perempuan berdasarkan 
dengan alasan karena yang bersama orang tuanya dan menjaganya sampai 
orang tuanya meninggal dunia adalah anak perempuan paling kecil (bungsu), 
sehingga rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut menjadi hak 
milik anak bungsu perempuan meskipun ada ahli waris yang lain.
7
 
Pemberian rumah sebagai bagian warisan untuk anak bungsu 
perempuan bukan hanya disebabkan karena merawat atau menjaga orang tua 
di hari tuanya saja akan tetapi bisa juga menjadi perlindungan jika terjadi 
sesuatu hal buruk kepadanya, misalnya suami yang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga atau terjadi polemik permasalahan di tengah masyarakat. 
Pemberian ini didasarkan karena masyarakat Buluh Cina dalam sistem 
pewarisan menganut sistem kekerabatan yang matrilinial atau mengikuti 
sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu.
8
 
Pada sistem adat masyarakat Buluh Cina, anak laki-laki dalam 
pembagian harta warisan tidak mendapatkan porsi lebih banyak bagiannya 
dari pada anak bungsu perempuan, karena anak laki-laki lebih mandiri dan 
pekerja keras dari anak perempuan dalam mencari nafkah.
9
 Sistem pembagian 
harta warisan yang dianut oleh masyarakat Buluh Cina yang lebih 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Rais, (Sebagai Tokoh Masyarakat), Pada tanggal 29 
Oktober 2020. 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, (Sebagai Sekretaris Desa), Pada tanggal 03 
September 2020. 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Nurlela, (Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Terlibat 





mengistimewakan anak bungsu perempuan dari pada saudara-saudara yang 
lain terutama anak laki-laki sangatlah bertentangan dengan pembagian harta 
warisan menurut hukum Islam.
10
 Sebab ketentuan berapa harta yang diterima 
oleh seseorang ahli waris itu sudah baku dari Allah, nilainya tidak ditentukan 
atas besar kecilnya jasa ahli waris kepada al-marhum, melainkan berdasarkan 
rumus-rumus yang sudah ditetapkan, seperti jenis kelamin atau perempuan.
11
 
Dalam Islam, mengenai pembagian harta waris Islam memang memberi 
bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.
12
 Pembagian seperti ini 
sesuai yang ada di dalam Al-Qur‟an pada surat An-Nisa‟ ayat 11: 
                        
                     
Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 




Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mewasiatkan atau menitahkan 
padamu mengenai anak-anakmu dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu 
bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di 
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orang-tua-dapat-warisan-lebih-besar, diakses pada 2 0ktober 2015. 
12
 Syekh Ali Thanthawi, Fatwa-Fatwa Populer (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hlm 
298. 
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 





antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki 
seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula.
14
  
Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan 
seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara 
bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka 
ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak itu (hanya 
perempuan) saja (lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga harta 
yang ditinggalkan) mayat, demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena 
mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah swt, “maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta peninggalan”,  mereka lebih utama apalagi 
mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika 
bersama seorang anak laki-laki sehingga dengan demikian jika dia bersama 




Namun hal ini sangat berbeda dengan pembagian harta warisan 
menurut hukum adat di Buluh Cina. Pada hukum adat yang ada di Buluh Cina 
posisi anak bungsu perempuan mendapatkan porsi yang lebih dari saudara-
saudara yang lain terutama anak laki-laki.
16
 
Dampak pembagian harta warisan kepada anak bungsu perempuan 
lebih besar menimbulkan konflik di tengah-tengah keluarga, karena anak-laki-
laki menuntut dan mempertanyakan bagian dalam pembagian tersebut, seperti 
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 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan 
Menurut Syariat Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010,) hlm. 245. 
15
 Ibid, hlm 246. 
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yang terjadi di Desa Buluh Cina antara Ibu Nuryanti dengan Bapak Amir 
Mahmud dimana anak laki-laki tersebut ingin mendapatkan harta warisan 
lebih banyak karena yang paling berjasa di dalam keluarga.
17
 
Walaupun pada akhirnya kasus pembagian waris itu bisa diselesaikan 
secara kekeluargaan tapi tidak tertutup kemungkinan kasus seperti ini akan 
terjadi di kemudian hari di desa yang sama atau di tempat lain. 
 Melihat pada realita yang terjadi kasus persengketaan warisan 
dikarenakan memakai hukum adat dari pada hukum Islam di Desa Buluh Cina, 
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan bagi anak bungsu 
perempuan dalam sebuah skripsi dengan judul “PELAKSANAAN 
MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI 
ANAK BUNGSU PEREMPUAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM 
STUDI KASUS DI DESA BULUH CINA. 
 
B.  Batasan Masalah 
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan fokus pada 
penulisan skripsi, maka penulis dapat memfokuskan dan membatasi 
pembahasan hanya tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan masyarakat 
dalam persoalan hak-hak dan alasan bagi anak bungsu perempuan dalam 
pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina. 
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C. Rumusan Masalah 
Uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka 
penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian Warisan Anak 
Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina?  
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Masyarakat 
Dalam Pembagian Warisan Anak Bungsu Perempuan Dalam Di Desa Buluh 
Cina? 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Masyarakat Tentang Pembagian 
Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Di Desa Buluh Cina. 
b. Untuk Mengetahui Tinjauan dari Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Masyarakat Dalam Pembagian Harta Warisan Anak Bungsu 
Perempuan Di Desa Buluh Cina. 
2. Manfaat penelitian  
a. Penelitian Ini Berguna Untuk Melengkapi Syarat Untuk Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Penelitian Ini Diharapkan Agar Dapat Memberikan Sumbangan 
Pemikiran-Pemikiran Baru Dalam Bidang Hukum Waris. Serta Dapat 
Memberikan Sumbangan Pemikiran Dikalangan Akademisi Dan Para 





Bagi Para Akademisi Yang Berminat Pada Masalah-Masalah Hukum 
Waris Khususnya Dalam Masalah Pembagian Harta Warisan Bagi 
Anak Bungsu Perempuan. 
c. Hasil Penelitian Ini Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran Dan 
Informasi Bagi Masyarakat Umum Mengenai Pelaksanaan 
Masyarakat Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu 
Perempuan Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak hulu kabupaten 
Kampar.  
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan keguanaan tertentu.
18
 Cara ilmia berarti kegiatan penelitian 
itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sisitematis. 
1.  Jenis Penelitian dan sifat penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu 
di desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu kemudian didapati dari 
penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan 
sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap 
masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 
dianalisa. 
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2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian Di Desa Buluh Cina Kecamatan, Siak Hulu, 
Kabupaten Kampar.  
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah pembagian harta warisan anak bungu 
perempuan di desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, 
karena masih banyak yang belum mengetahui tentang tinjauan hukum 
Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam pembagian harta warisan 
bagi anak bungsu perempuan apakah dibolehkan dalam syariat atau 
dilarang. Sedangkan objek penelitian “Pelaksanaan Masyarakat Tentang 
Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Bungsu Perempuan Ditinjau Dari 
Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Buluh Cina. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yaitu seluruh 
warga Desa Buluh Cina dengan jumlah 1616 Kepala Keluarga (KK) dan 
sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili 
populasinya,
19
 dengan jumlah 14 responden. Dalam penelitian ini, 
mengingat populasinya cukup luas, maka untuk meneliti para responden 
penelitian, peneliti menggunakan metode purposive sampling,
20
 responden 
penelitian ini adalah mereka yang memahami informasi dalam masalah 
pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di 
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Desa Buluh Cina seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
Masyarakat Biasa, Bagian Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Yang 
Terlibat Dalam Pembagian Warisan. 
5. Sumber data 
a. Data primer  
Data primer adalah data pokok, atau data yang diperoleh 
langsung dari sumber pertamanya atau bahan hukum yang mempunyai 
otoritas.  Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
cara observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan adalah 
kegiatan yang keseharian manusia dengan menggunakan panca indera 
mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti 
telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 
hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra 
lainnya.
21
   
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan 
observasi dengan cara mengamati secara langsung masyarakat dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak 
bungsu perempuan di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, 
Kabupaten Kampar.  
Teknik selanjutnya yaitu melalui wawancara (interview). 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, 
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yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan 
dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas 
pertanyaan itu. Tekhnik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 
dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. 
Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka 
untuk diajukan kepada para informan penelitian. Pada penelitian ini, 
penulis melalukan wawancara dengan beberapa kalangan masyarakat 
seperti Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat 
Biasa, Bagian Pemerintahan Desa, dan Masyarakat Yang Terlibat 
Dalam Pembagian Warisan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data kedua yang sifatnya sebagai penjelas 
dari data primer. Kemudian data sekunder ini juga difungsikan sebagai 
data tambahan penelitian, yang digali dari berbagai referensi 
kepustakaan, misalnya buku-buku atau kitab-kitab, seperti kitab: Fiqih 
Islam Wa Adillatuhu, karangan Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Buku: 
Fiqih Mawaris, karangan Ahmad Sarwat. Buku: Hukum Kewarisan 
Islam, karangan Amir Syarifuddin. Buku: Muhammad Ajib, Fiqih 
Hibah dan Waris, karangan Muhammad Ajib. Kemudian, dirujuk pula 
dalam kamus (kamus hukum, kamus bahasa), ensiklopedia hukum 







6. Tekhnik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung 




b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung 
dengan dengan masyarakat di desa buluh cina kecamatan siak hulu.  
c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian 
ini. 
d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumen  serta menggumpulkan data yang ada 
dalam masalah penelitian. 
7. Teknik Analisis data 
Data-data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa melalui cara 
analisis normatif hukum Islam. Artinya, pelaksanaan pembagian warisan 
terhadap anak bungsu perempuan di desa Buluh Cina, Kecamatan Siak 
Hulu, Kabupaten Kampar, akan dianalisa melalui ketentuan, teori dan 
norma-norma dalam hukum waris Islam. 
 
F. Metode Penulisan 
1. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 
berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
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2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan 
ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
BAB I : PENDAHULUAN  
  Dalam Bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar munculnya permasalahannya yang akan diteliti 
mencangkup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Dalam Bab ini menjelasakan tinjauan umum lokasi berisikan 
Sejarah Desa Buluh Cina, Letak Geografis dan Demografis, Mata 
Pencarian, Keadaan Pendidikan dan Keagamaan, Penyelenggaraan 
Pemerintahan. 
BAB III:   TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA WARISAN 
DALAM ISLAM 
  Dalam Bab ini menerangkan Pengertian Harta Warisan, Dasar 
Hukum Harta Warisan Dalam Islam, Sistem Hukum Kewarisan 





Mendapat Warisan, Rukun Kewarisan Dalam Islam, Syarat 
Pembagian Harta Warisan, Penghalang Kewarisan Islam, Macam-
Macam Ahli Waris Dan Bagian-Bagianya, Hijab Mahjub, 
Pewarisan, Derajat Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan, 
Beberapa Cara Takharuj Atau Penyelesaian Masalah Dalam 
Pembagian Harta Warisan, Bagian Warisan Untuk Anak Laki-laki 
Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
  Dalam Bab ini menerangkan pelaksanaan masyarakat tentang 
pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Buluh 
Cina, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat 
dalam pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di 
Buluh Cina. 
BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam Bab ini, penulis membahas kesimpulan, saran, yang 
mungkin berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat di 








                                                             BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah  Desa Buluh Cina 
Desa Buluh Cina awalnya merupakan sebuah kenegerian. Hal ini 
Berdasarkan dokumen yang ditemukan tahun 1995 sampai tahun 1970-an 
batas Kenegerian ke arah Pekanbaru adalah Sungai yang melintas di samping 
hotel Asean, di perempatan jalan Sudirman Harapan Raya (depan jalan 
layang). Sungai ini mengalir ke Sungai Sail melewati samping Rumah Sakit 
PMC, Gobah, dan kemudian terus ke Sungai Siak. Itu artinya areal Purna 
MTQ, Simpang Tiga dan Simpang Marpoyan yang dahulunya masuk wilayah 
Kenegerian, Kecamatan Siak Hulu. Kenegerian yang luas itu kemudian terjadi 
pemekaran pada tahun 80-90-an yang disebabkan karena perluasan Kota 




Pada tahun 1978 Kenegerian dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) Desa. 
Yaitu Desa Pangkalan Baru, Desa Baru, Desa Pandau Jaya, Desa Tanah 
Merah, Desa Tanjung Balam dan Desa Marpoyan Damai. Sejak dimekarkan 
nama Kenegerian tidak lagi pernah dipakai. Apalagi desa-desa yang lain 
sepertinya merasa tidak nyaman tetap memakai nama  sebagai kenegerian. 
Maka tahun 1998, dalam sebuah rapat di Balai Adat, yang dihadiri Ninik 
Mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan Pemerintahan Desa Tanjung 
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Balam, Desa Baru dan Buluh Cina, Ketua LMB memberi nama wilayah Buluh 
Cina dengan nama Negeri Enam Tanjung.
24
 
Pemberian nama itu didasarkan pada keyakinan akan sejarah migrasi 
para pendahulu yang mendirikan desa tersebut. Dengan keyakinan bahwa para 
pendahulu berimigrasi dengan sampan atau tongkang, baik dari hilir maupun 
dari hulu, yang dipastikan mereka singgah di pulau-pulau besar di sepanjang 
Sungai Kampar. Pulau-pulau besar berupa pasir yang menjorok ke tengah 
sungai itu, lazimnya dihuni oleh kura-kura atau penyu sungai, yang disebut 
masyarakat sebagai soak. Ukuran tubuhnya lebih kecil dari pada penyu yang 
hidup di laut. Penyu-penyu sungai ini mendarat di pulau-pulau yang disebut 
masyarakat sebagai Tanjung untuk bertelur. Masyarakat di awal sejarah Buluh 
cina, baik yang bermigrasi dari laut ke hulu, atau dari dataran tinggi di 
Minangkabau ke hilir, dipastikan singgah ke pulau-pulau atau tanjung 




Tentang sejarah terbentuknya Desa Buluh Cina. Ada dua pendapat. 
Pertama, melihat pada adat, suku dan bahasanya yang mirip dengan adat, suku 
dan bahasa masyarakat Minangkabau dan Kampar secara umum, ada 
kemungkinan masyarakat awal Buluhcina secara bertahap datang dari hulu 
(Lubuk Siam, Teratak Buluh, Rumbio, Air Tiris, Bangkinang). Bahkan 
mungkin “turun” dari wilayah Pangkalan Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera 
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Barat. Semula mereka membuka ladang, makin lama jumlah yang membuka 
lading makin bertambah. Selain tanah yang dibuat ladang, di tepian sungai 
mereka menemukan hamparan hutan buluh, yang disebut Buluh Cina. Tanpa 
mengganggu tanah peladangan, mereka menebas hamparan hutan buluh itu 
untuk dijadikan kampong, yang mereka namakan Dusun Buluh Cina. Dengan 
bertambahnya penduduk, dusun ini kemudian berkembang menjadi kampung, 
lalu himpunan beberapa kampung menjadi nagari.
26
 Kedua, awalnya tepian 
sungai di mana kampung ini berdiri dulunya dipenuhi belukar buluh sebesar 
lengan anak kecil yang disebut Buluh Cina yang tingginya mencapai 5 meter. 
Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu = 
Buluh jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut dengan Buluh Cina. Buluh 
ini bila dipotong dan dipindahkan, tumbuhnya menjadi kecil sebagaimana 
sekarang dikenal sebagai buluh untuk pagar rumah. Bagian bawah belukar 
buluh itu bersih, tidak bersemak, merupakan tempat ideal untuk singgah dan 
bermalam bagi masyarakat yang bermigrasi dari hilir. Sebagian meneruskan 
perjalanan ke hulu, ke Teratak Buluh, Danau Bingkuang, Rumbio, Air Tiris, 
Bangkinang dan seterusnya. Sebagian lagi tetap tinggal, merekalah yang 
mendirikan kampung awal yang mereka beri nama Dusun Buluh Cina.
27
 
Namun harus dilakukan penelitian yang mana diantara Keduanya yang benar, 
atau bisa saja ada kemungkinan ketiga. Belum ada penelitian tentang mana 
                                                             
26
 Hasil wawancara dengan,  Bapak Khaidir Selaku Tokoh Adat, pada tanggal 28-Oktober 
2020. 
27






yang benar asal usul Desa Buluh Cina. Bisa salah satu dari dua kemungkinan 
di atas, bisa pula terdapat kemungkinan lain. 
Sejak kapan Desa Buluh Cina berdiri, Belum ada sejarah yang melacak 
tahun berapa desa ini mulai dihuni. Tidak satupun situs (bangunan tua 
peninggalan penduduk awal) yang bisa dijadikan “perhitungan surut”. Sebab 
semua bangunan dibuat dari papan atau kayu. Usianya bertahan paling lama 
70 tahun, setelah itu lapuk, diperbaiki atau diganti baru. Masih dengan papan 
dan kayu, kemudian lapuk dan kembali diperbaiki. Di desa ini, pembangunan 
rumah dengan semen (yang dapat dijadikan acuan perkiraan umur desa) baru 
dimulai sekitar 50 tahun terakhir. Bandingkan dengan bangunan tua yang 
dibuat dari semen seperti Istana Raja Siak yang berusia lebih dari 360 tahun, 
dibangun pertengahan tahun 1700 M. Atau Istana Sultan Indragiri yang 
berusia sekitar 295 tahun, dibangun awal 1815. Keduanya masih berdiri 
dengan utuh. Satu-satunya bangunan yang dibuat dengan semen adalah masjid 
raya, di Dusun II. Masjid itu diperkirakan sudah berusia sekitar 100 tahun. 
Masjid itu dipastikan bukan bangunan paling awal yang didirikan masyarakat 
Buluh Cina. Jika berpedoman pada masjid yang berusia 100 tahun tersebut, 
orang pertama yang menghuni desa ini diperkirakan baru sekitar 200 tahun 
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B. Letak Geografis, Demografi Dan Iklim 
1. Geografis 
Secara geografis dan secara administratif Desa Buluh Cina, 
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu dari 21 
Desa di Kabupaten Kampar dan memiliki luas wilayah Desa 6.500 Ha. Di 
Desa Buluhcina terdapat aliran sungai kampar dan sumur bor yang 
dipergunakan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air 
ini di pelihara dan di manfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Keadaan 
iklim Desa Buluh Cina tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di 
Kabupaten Kampar, yang tergantung pada dua musim yaitu musim hujan 
dan musim kemarau dengan keadaan suhu rata-rata 29,55o C dengan curah 
hujan cukup tinggi pertahun. Posisi Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak 
Hulu terletak di Kabupaten Kampar yang memiliki batas-batas wilayah 
sebagai berikut: 
Batas-batas wilayah desa  adalah sebagai berikut:  
- Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru.                               
- Di Sebelah Timur berbatasan Desa Pangkalan Baru. 
- Di Sebelah Selatan berbatasan Desa Buluh Nipis. 
- Di Sebelah Barat berbatasan Desa Tanjung Balam. 
Adapun jarak tempuh Desa Buluh Cina adalah sebagai berikut
29
: 
- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan           : 2 Km 
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten                 : 106 Km 
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- Jarak ke Provinsi             : 26 Km 
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 3 Menit 
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten  : 120 menit. 
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi       : 30 menit. 
2. Demografi 
Jumlah penduduk Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu 
Kabupaten Kampar pada tahun 2020 sebanyak 1616 jiwa dengan perincian 
dengan penduduk laki-laki sebanyak 816. jiwa, dan perempuan 800 jiwa, 
dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 506 KK.  
Terjadinya mobilitas penduduk di Desa Buluh Cina Kecamatan 
Siak Hulu Kabupaten Kampar, disebabkan  karena adanya kelahiran, 




                                                  Tabel II.1 
      Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina 2020 
 
No Uraian Jumlah 
1 Jumlah Laki-laki 816 Jiwa 
2 Jumlah Perempuan 800 Jiwa 
3 Jumlah Total 1616 Jiwa 
4 Jumlah Kepala Keluarga 506 KK 
 
Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Desa Buluh Cina 
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin laki-
laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan, yaitu laki-laki 816 Jiwa 
dan jumlah perempuan 800 Jiwa. Dan jumlah berdasarkan kepala keluarga 
ada 506 KK.  
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C.  Mata Pencarian  
    
Desa Buluh Cina sebagai daerah pedesaan yang berbasis pada sektor 
Perdagangan dan perkebunan. Disamping dua hal tersebut mata pencarian 
masyarakat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar juga 
berbasis pada sektor sumber-sumber lain, seperti Petani, Wiraswasta, 
Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Pegawai Negeri Sipil, Buruh, Tukang, Guru, 
Bidan/Perawat, Nelayan, Swasta, perangkat Desa dan lain sebagainya
31
. 
Untuk menggambarkan mata pencarian masyarakat Buluh Cina 
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, secara lebih jelas tabel berikut akan 
dideskripsikan tentang mata pencarian mereka sebagai berikut: 
                                Tabel II.2 
                 Jumlah Penduduk Desa Buluh Cina Berdasarkan Mata Pencarian  
              Tahun 2020 
 
No Jenis Mata Pencarian Jumlah 
1 Petani 125 Orang 
2 Wiraswasta 55 Orang 
3 Pelajar Mahasiswa 353 Orang 
4 Perangkat Desa 4 Orang 
5 Pegawai Negeri Sipil 7 Orang 
6 Buruh 121 Orang 
7 Tukang 29 Orang 
8 Guru 15 Orang 
9 Bidan/perawat 1 Orang 
10 Nelayan 234 Orang 
11 Swasta 63 Orang 
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D.  Keadaan Pendidikan dan Keagamaan   
1. Pendidikan 
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dapat meningkat sumber daya 
manusia di suatu daerah. Dengan adanya masyarakat yang berpendidikan 
maka suatu daerah akan menjadi lebih maju. Karena masyarakat yang 
berpendidikan tersebut akan berpotensi untuk mengembangkan dan 
memajukan daerahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Di Desa 
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih terdapat 125 
orang buta huruf 263 orang putus sekolah sedangkan yang masih di duduk 
Sekolah Dasar (SD) 643 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 




                                                 Tabel II.3 
Penduduk Yang Menempuh Dan Belum Menempuh Pendidikan  
Tahun 2020 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Sekolah Dasar (SD) 645 
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 265 
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 235 
4 Perguruan Tinggi  29 
5 Putus Sekolah 263 
6 Buta Huruf 125 
 
2. Keadaan Keagamaan 
Masyarakat Desa Buluh Cinas secara keseluruhan beragama Islam, 
Hal ini dikarenakan pengaruh dari turun-temurun dari orang tua sampai 
anak cucu hingga sekarang. Masyarakat Buluh Cina meyakini bahwa 
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agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah diyakini sebagai 
kebenaran tunggal oleh pemeluknya.  
Namun dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari masih 
banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengamalkan ajaran Islam 
Secara utuh, Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Bapak Iskandar selaku 
ketua Masjid Baituallah menjelaskan bahwa keadaan keagamaan di Desa 
Buluh Cina belum berjalan secara baik hal ini bisa di lihat dari kehidupan 
sehari-hari dari kondisi masjid yang semakin sepi dari jamaah bahkan ada 
beberapa waktu tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Kebanyakkan 
jama‟ah ramai di masjid  ketika sholat maghrib dan isya‟. Walaupun tak 
jarang juga di dapati jama‟ah di mesjid Cuma berisi beberapa shof jama‟ah 
saja. Bahkan tak jarang juga yang menjadi imam dan makmum ialah 
sekaligus dirangkap oleh muadzin sendiri. Masyarakat Buluh Cina dalam 
pengetahuan agama sangatlah kurang sehingga banyak masyarakat yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan agama, hal ini 
terjadi karena pengajian diadakan ketika hari-hari besar Islam saja dan 
acara tertentu seperti wirid dan tidak semua masyarakat yang datang karna 
sibuk dengan urusannya masing-masing.
33
 
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Buluh Cina masih banyak 
melakukan penyimpangan dalam aturan agama Islam, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Bapak Amran bahwa kehidupan agama di Desa Buluh 
Cina masih banyak yang menyimpang dari ajaran Islam seperti tingkah 
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laku masyarakat yang cenderung mengikuti gaya dan budaya yang tidak 
bagus, seperti cara berpakaiannya, orang tua yang suka menari didepan 
khalayak ramai, bahkan ada para pemuda yang mengkonsumsi minuman-
minuman keras dan penggunaan obat-obat terlarang. Terjadinya 
penyimpangan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan pengajian agama 
hanya diadakan ketika hari-hari besar Islam saja dan acara tertentu seperti 
wirid, walaupun tak jarang juga didapati masyarakat sedikit yang 
mengikuti pengajian, sehingga masyarakat lalai, malas, bahkan lupa 
terhadap aturan agama.
34
   
 
E.  Penyelenggaraan Pemerintahan 
Pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tidaklah jauh 
berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah 
Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Desa. 
Kepala Desa melalui proses pemilihan yang telah dijelaskan pemilihannya di 
peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015. 
Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan Desa Buluh Cina 
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah seorang Kepala Desa, 
sekretaris, Kepala Urusan (kaur) dan ketua RT serta RW dari setiap dusun 
yang ada di Desa Pangkalan Baru. Kepala desa merupakan eksekutif dalam 
menjalankan roda pemerintahan desa. 
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Struktur organnisasi pemerintahan desa Buluh Cina  
kecamatan siak hulu 
 
No Nama Jabatan 
1 Anto S.T Kepala Desa 
2 Rusdianto SH Sekretaris Desa 
3 Hendra. S. Sos Kasi Pemerintahan 
5 Abid Candra. S.Pd Kasi Pelayanan 
6 Firmana Putra. S.I KOM. Kaur TU Dan Umum 
7 Rosniati. S.Pd.I Kaur Keuangan 
8 Lusy Salsabila Staf Desa 
9 Syahrial Kepala Dusun 1 
10 Mahadi Kepala Dusun 2 
11 Darlisman Kepala Dusun 3 
12 Effendi Kepala Dusun 4 
 
Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut: 
1. Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa 
dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada camat. 
2. Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu 
kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa. 
3. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan 
administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas yang telah diberi. 
4. Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan 
kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan 
tugas yang diberi. 
5. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan 






6. Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok 
dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas yang telah diberi. 
7. Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan 
bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang 
telah diberi. 
8. Kepala urusan (Kaur) perencanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan 
perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang 
telah diberi. 
9. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap dusun. Kepala 
dusun bertangung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan 
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 TINJAUAN TEORITIS TENTANG HARTA WARISAN DALAM ISLAM  
 
A. Pengertian Harta Warisan 
Menurut hukum waris Islam, bahwa yang dimaksud harta warisan 
adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah 
bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-
bagi kepada para ahli waris pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan 
berdasarkan kitab Al-Quran dan Al-Hadis serta kesepakatan para ulama.
36
 
Dengan demikian harta warisan (Arab: mirats) dalam Islam dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
1. Harta waris itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum 
yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari 
kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada 
para waris 
2. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagi, maka harta itu sudah 
dikurangi dengan: 
a. Semua biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai 
wafatnya. 
b. Semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris. 
c. Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti zakat 
dan sedekah infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya. 
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d. Semua kewajiban duniawi yang belum dipenuhi seperti hutang, 
tebusan, dan sebagainya. 
e. Harta yang telah diwasiatkan pewaris ketika hidupnya yang jumlahnya 
tidak melebihi 1/3 harta waris yang ditinggalkan. 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf e: Harta waris 
adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan 
untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya 





B. Dasar Hukum Harta Warisan Dalam Islam 
Adapun ketentuan dan kewajiban membagi harta warisan dalam syariat 
Islam ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta 
Ijma‟ para ulama 
1. Al-Qur‟an 
Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail 
menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di 
surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat 11,12 dan 176. Selain itu juga 
ada di dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 75.
38
 
2. As-Sunnah, diantaranya: 
a. Hadits dari Ibnu Abbas: 
 اَْلِحقُْوا اْلَفَراِئَض ِبأَْهلَِها َفَما َبقَِي َفُهَو ِِلَْولَى َرُجٍل َذَكرٍ 
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Artinya:  “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada   yang 
berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang 




b. Hadits Usman Bin Zaid: 
 ََل َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر َوََل اْلَكافُِر اْلُمْسلِمَ 
Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak 
mewarisi orang muslim.” (HR. Abu Daud)”.  




a. Ijma‟: yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum 
warisan yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, sebagai 
ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan 
keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima 
secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama 
mendefinisikan ijma‟ adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid 
tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. 
b. Al-Ijtihad: yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup 
syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-
persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan 
pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam 
menerapkan hukum (tathbiq al-ahkam), bukan untuk mengubah 
pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila 
dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan 
dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini 
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disebut „aul. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka 
ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut 
dengan cara radd. Jika dalam cara „aul akan terjadi pengurangan 
bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, 
maka dalam cara radd, akan terjadi kelebihan dari bagian yang 
seharusnya diterima.
41
   
 
C. Sistem Hukum Kewarisan Islam 
Menuruh Hazairin, ada tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama 
sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.
42
 Sistem kewarisan 
berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem individual, dimana setelah 
pewaris wafat, harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para 




D. Asas-Asas Hukum Kewarisan  
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II mengatur tentang Hukum 
Kewarisan, didalamnya mengatur mengenai asas-asas yang digunakan dalam 
hukum kewarisan, sebagai berikut:
44
 
1. Asas Ijbari 
Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung 
arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli 
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warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa 
digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas ijbari 
dapat dilihat dari beberapa segi:  
a. Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 
b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.45 
2. Asas Bilateral 
Asas bilateral/parental adalah tidak membedakan antara ahli waris 
laki–laki dengan perempuan dari segi ke ahli warisan, sehingga tidak 
mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas :  
a.  Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:   
 (1) kelompok–kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan 
darah: golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, paman dan 
kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara 
perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: 
duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak 
mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.   
b.  Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:   
 (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka 
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang 
tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh 
melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.  
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3. Asas Individual 
Asas individul adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak 
atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris pewaris, 
dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut 
paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu 
masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian 
yang diperoleh.  
Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-
Qur‟an surah An-Nisa‟ ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-
masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.
46
  
4. Asas Keadilan Berimbang 
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan anatara 
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan 
keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang 
menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata 
tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan 
keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. 
Atas dasar pengertian tersebut diatas asas keadilan dalam pembagian harta 
warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat  dikatakan bahwa 
perbedaan gender tidak menetukan harta kewarisan dalam Islam. Artinya 
sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat 
untuk mendapatkan warisan. 
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 Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-quran surat An-Nisa‟ ayat 
7 yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak 
mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan 176 surat An-Nisa‟ secara 
rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak 




5. Asas Semata Akibat Kematian 
Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan hanya berlaku 
setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini 
menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk 
kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian, dan tidak mengenal 
kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.
48
 
6. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah. 
7. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal 
balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada 
wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah 
angkat dan/atau anak angkat diberi wasiat wajibah. Dinyatakan juga dalam 
Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.  
8. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk 
agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat 
dengannya. 
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9. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku 
surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum 
Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga mempunyai 
gugatan waris. Jika harta warisan belum terbagi secara riil, maka terhadap 
kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum 
Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.  
10. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. 
Dijelaskan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1). 
 
E. Sebab-Sebab Mendapat Warisan  
1. Hubungan nasab/darah/keturunan/kekerabatan.  
Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh 
adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.
49
 
Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan 
muwarits, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, 
saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat 
yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta muwarits. 
Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi 
juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari 
garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang 
mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, 
yakni:  
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a. Furu‟ yaitu anak turunan si mayit.  
b. Ushul yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit. 
c. Hawasyi yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui 
garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.
50
   
Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, terbagi 
menjadi 4 golongan, yaitu:  
a.  Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu ( Ashabul Furudh ) 
yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, anak perempuan, 
cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara 
laki-laki seibu.  
b.  Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi 
mendapat sisa dari ahsabul al-furudh atau mendapatkan seluruh 
peninggalan bila ternyata tidak ada Ashabul furudh seorang pun. 
Golongan ini disebut ashabah nasabiyah . Mereka yaitu anak laki-laki, 
cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus keatas, saudara laki-
laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.  
c.   Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu fardh dan 
ushbah bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak 
perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.  
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d.  Golongan kerabat yang tidak termasuk ashabul furudh dan ashabah. 
Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah, dan 
ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.  
2. Hubungan Pernikahan  
Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya 
hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. 
Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris.
51
 
Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah 
surat An-Nisa‟ ayat 12 yang berbunyi: 
 َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجُكْم إِْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلد  
Artinya :  “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 




Berdasarkan ayat diatas menyatakan hak kewarisan suami istri. 
Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya hubungan 
hukum antara suami dan istri. 
Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan 
pada dua ketentuan. 
a.  Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. tentang Akad 
Nikah yang Sah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan pasal 2 ayat 1: “perkawinan sah bila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya.” Ketentuan tersebut berarti bahwa 
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perkawinan orang-orang yang beragama islam adalah sah bila menurut 
hukum islam perkawinan tersebut adalah syah. Pengertian sah menurut 
hukum islam adalah sesuaru yang dilakukan sesuai dengan rukun dan 
syarat nya telah terhindari dari segala penghalangnya.
53
 
b.  Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan 
perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali 
perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam 
ketentuan ini adalah bisa salah satu pihak meninggal dunia sedangkan 
ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj‟i dan perempuan 
masih dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani 
masa iddah talak raj‟i berstatus sebagai istri dengan segala akibat 
hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena 
halalnya hubungan kelamin telah berahir dengan adanya perceraian.
54
 
3. Al-Wala‟ (Memerdekakan)  
Al-Wala‟ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang 
memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. 
Untuk yang terahir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada 
sama sekali. Adapun al-wala‟ yang pertama disebut dengan wala‟ al-
ataqah atau „usubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala‟ al-
muwaalah yaitu wala‟ yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk 
tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian 
perwalian.orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut 
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dengan al-mu‟tiq dan jika perempuan al-mu‟tiqah. Wali penolong disebut 
maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.
55
 
Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, apabila hamba yang 
dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta, maka 
orang yang memerdekakan itu mendapat harta warisan.
56
 Adapun 
bahagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta 
peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada 
hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan 
merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan 
warisan kepada al-mu‟tiq atau al-mu‟tiqah salah satu tujuannya adalah 
untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar 




Ketiga sebab memperoleh hak waris yang telah disebutkan diatas 
telah disepakati para ulama. Disamping itu, satu hal lagi yang oleh imam 
Syafi‟yyah dan Malikiyyah dijadikan sebab untuk memperoleh hak 
mewarisi adalah jurusan keislaman. ini berarti apabila seseorang telah 
meninggal, tetapi tidak mempunyai ahli waris sama sekali, atau 
mempunyai ahli waris, tetapi harta peninggalan masih bersisa setelah 
dibagikan, peninggalan tersebut harus diserahkan kepada kas 
perbendaharaan negara untuk di wariskan oleh orang-orang Islam secara 
usubah. Jadi, penyetoran ke kas perbendaharaan negara bukan berdasarkan 
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kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar pusaka 
mempusakai secara „usubah.
58
 Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak 
dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di 
indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaanya. Karena itu sebab-
sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, 
pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan 
perkawinan.
59
 Sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pada 
pasal 174 ayat 1: 
1)  Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 
a.  Menurut hubungan darah: 
1.  Golongan laki-laki terdiri dari: ayah anak laki-laki saudara laki-
laki, paman dan kakek. 
2.  Golongan perempuan terdiri dari: ibu anak perempuan, saudara 
perempuan dan nenek. 
b.  Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 
4. Hubungan ajaran Islam (Bait Al Maal).  
Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya 
melalui Baitul-Maal. Hubungan ini terjadi apabila seorang yang beragama 
Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya 
diserahkan ke Baitul-Maal yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. 
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F. Rukun Kewarisan dalam Hukum Islam 
Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu 
perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak dipenuhi. Misalnya 
perkara sholat, apabila salah satu rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat 
seseorang itu tidak sah. Begitu juga dengan perkara waris, jika rukun waris 
tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris 
adalah harta warisan (mauruts atau tirkah), pewaris (muwarits), ahli waris 
(warits).
60
 lebih rincinya: 
1.  Al-Muwarrits. (Pewaris) 
Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau  
orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar 
telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama 
dibedakan menjadi 3 macam:  
a.  Mati Haqiqy (mati sejati).  
Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang 
diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian 
tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat 
dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.  
b.  Mati Hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis).           
Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah 
suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena 
adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara 
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yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat 
kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah 
dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung 
selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama 
mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan 
pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.  
c.  Mati Taqdiry (mati menurut dugaan).  
Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah  kematian  
(muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat  kuat, misalnya dugaan 
seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. 
Ketika bayinya lahir  dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat  
kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.  
 2.  Al-Warits. (Ahli Waris) 
Ahli waris yaitu, orang yang berhak memperoleh pembagian harta 
warisan mayit karena mempunyai satu dari sebab-sebab kewarisan, yaitu 
ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun 
ikatan wala‟ (memerdekakan hamba sahaya), hubungan ajaran Islam 
(baitul mal). 
3. Al-Maurust (Harta Warisan) 
Harta warisan adalah benda atau hak kepemilikan yang 
ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta 
yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, 





harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik 
suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi 
waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan 
termasuk harta warisan. 
 
G. Syarat Pembagian Harta Warisan 
Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni:
61
  
1. Harus ada kematian pewaris. Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik 
meninggal dalam arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum 
(menurut putusan hakim).  
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Para 
ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits berhak 
mewarisi harta peninggalannya. Dalam syarat yang kedua ini terdapat 
permasalahan antara lain: 
a. Mafqud (orang hilang). Apabila mafqud mendapat vonis hakim tentang 
kematiannya dan vonis telah mendahului kematian yang mewariskan, 
hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun. Tetapi yang 
menimbulkan banyak pendapat dalam penyelesaiannya ialah bila 
mafqud sampai dengan saat kematian muwarits tidak mendapat vonis 
yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Dalam hal ini, apabila 
mafqud ditetapkan telah meninggal tetapi tidak ada bukti otentik maka 
bagiannya yang diperoleh ditahan dahulu sampai batas yang telah 
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ditentukan. Tetapi bila ia meninggal atas bukti yang otentik atau telah 
divonis oleh hakim, maka bagiannya yang diperoleh dikembalikan 
kepada ahli waris.  
b. Anak dalam kandungan. Berhak memperoleh bagian yang sedang 
ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang 
telah ditentukan oleh syari‟at dalam keadaan hidup. Kelahirannya 
dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-
benar hidup di saat kematian muwarits. Orang yang meninggal 
bersamaan. Tendensi sebagian fukaha yang mengatakan bahwa orang 
yang meninggal bersamaan masih dapat saling mewarisi ialah untuk 




3. Mengetahui status kewarisan.  Mengetahui status kewarisan artinya bahwa 
hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya 
hubungan suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, 
dan lain-lain sebagainya.  
 
H. Penghalang Kewarisan Islam  
Ada hal-hal yang menghalangi warisan orang yang dihalangi dari 
warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi 
dia memiliki sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan.
63
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Orang ini dinamakan dengan mahrûm dan hal-hal yang menghalangi pewaris 
ada empat, yaitu: 
1. Pembunuhan 
Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak 
warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan oleh hadits Nabi:  
 َلَِمْيَراَث ِلْلقاَِتلِ 
Artinya: “Tidak ada hak ahli waris bagi pembunuh”
64
 
Pada dasarnya pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang 
keras oleh agama. Namun dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan 
itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal 
ini pembunuhan itu dikelomppokkan menjadi dua, yaitu: 
a.  Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum. Yaitu 
pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau 
dosa. Seperti pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, 
pembunuhan dalam membela jiwa, harta, dan kehormatan. 
b.  Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu 
pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya 
dikenakan sanksi dunia dan atau di akhirat.
65
 
Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi‟iyah menetapkan 
bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang  hak kewarisan. 
Namun pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak 
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Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang 
menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan 
pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan. Ulama Hambali 
mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum 
menjadi halangan mewarisi, sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak 
melawan hukum tidak mengakibatkan terhalang menjadi ahli waris. 
Adapun menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan 
yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan 
sanksi qishash. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishash 
meskipun sengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan 
yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.
67
 Adapun pembunuhan 
yang tidak menjadi penghalang mempusakai menurut ulama Hanafiyah, 
adalah: 
a. Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang, 
kemudian keluarganya terperosok ke dalam lobang tersebut 
mengakibatkan kematian. Ini tidak menyebabkan adanya qishash, 
kaffarah dan tidak pula menghalangi memperoleh harta warisan. 
b. Pembunuhan karena hak, sebab adanya firman tuhan dalam surat al-
Isra‟ ayat 33: 
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                    
                           
Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang 
benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 





c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, 
seperti orang gila dan anak yang belum sampai umur(baligh). Mereka 
ini tidaklah mukallaf, tidak dihadapkan kepadanya perintah-perintah 
atau beban-beban agama.
69
 Ulama Syafi‟iyah berpendirian bahwa 
setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang untuk 
menerima warisan baik langsung maupun tidak langsung baik karena 
ada maupun tidak, baik dilakukan oleh orang cakap bertindak maupun 
tidak. Pokoknya segala macam pembunuhan dianggap sebagai 
penghalang untuk memperoleh harta warisan. 
Pembunuhan yang dianggap halangan mempusakai menurut 
ulama hanabilah, ialah pembunuhan-pembunuhan yang dibebani sanksi 
qishash, kaffarah, diyat dan ganti rugi, seperti pembunuhan-
pembunuhan sengaja, mirip sengaja, tersalah, dianggap tersalah, tidak 
langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak 
cakap. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang 
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mempusakai menurut mereka, ialah pembunuhan yang tidak dibebani 
sanksi-sanksi tersebut diatas, seperti untuk melaksanakan had atau 
qishash, untuk membela diri dan sebagainya. 
Ulama Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan 
yang menjadi penghalang mewarisi adalah: 
1) Pembunuhan sengaja 
2) Pembunuhan mirip sengaja. 
3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja. 
Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang 
mewarisi adalah: 
1) Pembunuhan karena khilap. 
2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum. 
3) Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo 
yang melaksanakan tugas hukuman qishash, dan, 
4) Pembunuhan karena „uzur untuk membela diri.70 
Kelompok Syiah mengatakan bahwa pembunuhan yang 
mengahalang hak kewarisan hanya pembunuhan sengaja. Sementara 
menurut kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak 
menjadi halangan kewarisan. Hal ini sejala dengan hadits dan tidak 
bertentangan dengan Al-Qur‟an surat ke-5 (al-Maidah) ayat 5. 
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Terhalangnya orang membunuh menerima kewarisan disebabkan tiga 
alasan, yaitu: 
1) Pembunuhan itu memutuskan hubungan kerabat sebagai penyebab 
adanya hubungan kewarisan. Dengan putusya sebab, putus pula 
“musabbab” yaitu hukum yang mendapatkan hak kewarisan. 
2) Pembunuhan adalah suatu kejahatan, sedangkan hak kewarisan 
adalah suatu kenikmatan. 
3) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan mendapat 
harta warisan (sebagai tindakan preventif).
71
 
Hikmahnya ialah seandainya pembunuh tidak dilarang 
mengambil warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan 
terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. 
Akibatnya, akan merajalelah kekacauan dan tidak akan ada ketenangan 
dan ketentraman. 
Disamping itu pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak 
pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah 
patut dibiarkan sisi syarat, tidaklah patut melakukan pembunuhan agar 




2. Beda agama  
Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang 
non muslim, apa pun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi 
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satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dengan sendiri 
bila dia tidak beragama Islam. Dan siapapun yang seharusnya termasuk 
ahli waris, tetapi kebetulan dia tidak beragama Islam, tidak berhak 
mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim. Hal ini telah 
ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:  
 َل َيِرُث اْلُمْسلُِم الَكافَِر، وَل َيِرُث الَكافُِر اْلُمْسلِمَ 
Artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan 





Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam 
mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam 
Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi 
sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Menurut imam Malik, 
Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama), seorang muslim tidak berhak 
mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena orang yang murtad 
telah keluar dari ajaran Islam, sehingga secara otomatis orang tersebut 
telah menjadi kafir. Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang muslim 
dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan 
ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan bahwa seluruh harta 
peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. 
Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi 
Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.  
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Tentang orang murtad, ulama sepakat bahwa semua orang harta 
yang diperoleh selama murtad tersebut diserahkan ke negara (baitul mal). 
Harta yang didapat sebelum murtad diperselisihkan ulama. Abu Hanifah 
berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila murtad 
itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai murtad, hartanya sudah 
dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi bila yang murtad itu seorang 
perempuan, hartanya belum boleh diwariskan sebelum perempuan itu mati 
atau benar-benar bergabung dengan musuh. 
Aliran Zaidiyah, abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa 
tidak ada perbedaan antara murtad laki-laki dan perempuan. Malik, Syafi‟i 
dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si murtad disimpan di kas 





Menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status 
kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai 
hamba adalah harta yang diperoleh dari non muslim secara damai untuk 
kepentingan umum, seperti dari pajak, dan termasuk juga dari si murtad. 
sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang 
menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum. 
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Firman allah dalam al-Qur‟an (QS. al-Nahl {16}: 75) 
                          
                        
           
Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun 
dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu 
Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan 
secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji 





Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak 
cakap mengurusi hak miliknya kebendaan dengan apa saja. Dalam hal 
kewarisan, terjadi dua hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak 
melepaskan hak milik kebendaan, dan dilain pihak menerima hak milik 
kebendaan oleh karena itu, Terhalang nya hamba sahaya dalam hal 
kewarisan dapat ditinjau dari dua jurusan, yaitu: 
a. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya. Seorang hamba 
sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, bila: 
1) Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Seandainya ia 
diberikan pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, 
secara yuridis harta pusaka yang teleh diterimanya itu jatuh ke 
tangan majikannya. 
2) Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus 
sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. 
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Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan 
kepada orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal. 
Ali Ahmad al-Jurjawi mengatakan bahwa budak itu tidak 
dapat mewarisi harta peninggalan tuannya, bila ia telah meninggal. 
Ini disebabkan status budak itu sendiri adalah sebagai harta milik 
bagi tuannya. Oleh karena itu, seorang budak yang pungsinya 
sebagai harta milik tuannya tidak boleh mewarisi harta milik 
tuannya, yang dalam hal ini adalah dirinya sendiri. 
b. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya. 
Seorang budak tidak boleh mewariskan harta harta 
peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli 
warisnya sendiri. Ini karena ia di anggap melarat dan tidak mempunyai 
harta peninggalan sedikitpun. 
Demikian juga, seorang budak yang sifat kebudakannyatidak 
penuh, seperti budak mukattab. Menurut imam Abu Hanifah, Imam 
Syafi‟i, dan ulama Jumhur, mereka tidak dapat mewarisi harta 
peninggalan keluarganya dan tidak dapat mewariskannya kepada 
keluarganya(ahli warisnya) karena ia belum bebas secara sempurna.
76
 
Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, 
sebaliknya islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya 
dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan(humanisme) dan rahmat yang menjadi ide 
dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi 
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hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak 
merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan 
agat secepatnya perbudakan dihapuskan dari muka bumi.
77
 
4.  Perbedaan dua negara  
Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu 
bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara 
tersendiri, dan memiliki kedaulatan tersendiri dan tidak ada ikatan 
kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian 
tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena 
kekuasaan penuh berada pada negara federal. Adapun berbeda negara yang 
menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan 
muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti 
tersebut di atas. Apabila dua negara sama sama negara muslim, menurut 
ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negara. 
Malahan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya 
berbeda apabila antara ahli waris dan muwarisnya non-muslim, tidak 
berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi demikian  juga jika antara 
dua warga negara sama-sama muslim. 
Ibnu Abidin berkata : dua negara dikatakan berlainan, apabila 
terdapat tiga unsur sebagai berikut : 
a. Berlainan angkatan perangnya. 
b. Berlainan kepala negaranya. 
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c. Putusnya hubungan keagamaan antara kedua negara tersebut, sehingga 
satu pihak memandang halal memerangi tentara yang lain.
78
 
Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat 
bahwa berlainan negara orang-orang non-muslim itu menjadi penghalang 
mempusakai antara mereka, karena putusnya ishmah dan tidak adanya 
hubungan perwalian. Justru yang terahir ini menjadi dasar dalam pusaka 
mempusakai. Selanjutnya berlainan negara antara orang Islam tidaklah 
menjadi penghalang untuk mempusakai. Karena Nash-nash yang datang 
mengenai warisan bersifat umum tidak tidak ada pula Nash atau Ijma‟ 
yang mentakhsiskannya. 
 
I. Macam-macam Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya 
Ahli waris ada dua macam, yaitu: 
1. Ahli waris nasabiyyah 
Yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena 





b. Kakek (dari garis ayah) 
c. Anak laki-laki 
d. Cucu laki-laki garis laki-laki 
e. Saudara laki-laki sekandung 
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f. Saudara laki-laki seayah 
g. Saudara laki-laki seibu 
h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 
i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
j. Paman, saudara laki-laki ayah kandung 
k. Paman, saudara laki-laki ayah seayah 
l. Anak laki-laki paman sekandung 
m. Anak laki-laki paman seayah 
Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kerabatan ahli 
waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat 
warisan adalah anak laki-laki dan ayah.
80
 
Yang termasuk ahli waris nasabiyyah perempuan, adalah: 
a. Ibu 
b. Nenek dari garis ibu  
c. Nenek dari garis ayah 
d. Cucu perempuan garis laki-laki 
e. Saudara perempuan sekandung 
f. Saudara perempuan seayah 
g. Saudara perempuan seibu 
Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris 
meniggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak 
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2. Ahli waris sababiyyah 
Yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.82 Dalam 
Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:83 
a. Hubungan Darah, terdiri dari: Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-
laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan, yaitu 
ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 
b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli 
waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu 
janda dan duda. 
Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi 
menjadi tiga golongan, yaitu Dzawil Furudh (Ashab al-furudh), „ashabah, 
dzawu al-arham dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Ahli Waris Dzawil Furudh (ashab Furudh) dan Hak-haknya 
Ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang bagiannya 
telah ditetapkan secara pasti di dalam al-Qur‟an dan Hadist Nabi. 
Mereka menerima harta warisan dalam urutan yang pertama. Ahli waris 
yang secara hukum syara‟ berhak menerima warisan karena tidak ada 
yang menutupnya. Ahli waris ashab al-furudh terdiri dari dua belas 
orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang dari 
anak laki-laki. Yang dimaksud dengan ahli waris ashab al-furudh 
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adalah ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh syara‟ baik besar maupun kecil. Bagian-
bagian tertentu (al-furudh muqaddharah) itu ada enam macam, yaitu: 
1) Seperdua (1/2) 
2) Seperempat (1/4) 
3) Seperdelapan (1/8) 
4) Duapertiga (2/3)  
5) Sepertiga (1/3) 
6) Seperenam (1/6). 
Adapun ahli waris tersebut adalah: 
1) Anak perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak bersama 
anak laki-laki, 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama 
dengan anak laki-laki. 
2) Cucu perempuan, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak bersama 
cucu laki-laki dan tidak terhijab, 2/3 jika dua orang atau lebih dan 
tidak bersama cucu laki-laki, 1/6 jika bersama seorang anak 
perempuan. 
3) Ibu, mendapat: 1/6 jika ada anak atau cucu atau dua orang 
bersaudara atau lebih, 1/3 jika tidak meninggalkan anak atau cucu 
atau dua orang saudara atau lebih. 
4) Ayah, mendapat: 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, 1/6 





5) Suami (duda), mendapat:  ½ jika tidak meninggalkan anak atau 
cucu, ¼ jika ada anak atau cucu. 
6) Istri (janda), mendapat: ¼ jika tidak ada anak atau cucu, 1/8 jika ada 
anak atau cucu. 
7) Saudara perempuan se-ayah, mendapat: ½ jika sendiri dan tidak ada 
saudara laki-laki maupun saudara perempuan se-ayah, 2/3 jika lebih 
dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara 
perempuan seayah, 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan 
kandung.  
8) Saudara perempuan seibu, mendapat: 1/6 jika hanya sendirian saja, 
1/3 jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka 
berhimpun laki-laki dengan perempuan. 
9) Saudara perempuan kandung, mendapat: ½ jika sendirian dan tidak 
ada saudara laki-laki, 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak bersama 
saudara laki-laki. 
10) Saudara laki-laki seibu, mendapat: 1/6 bila dia adalah seorang, 1/3 
untuk dua orang atau lebih. 
11) Kakek, mendapat: 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu, 
mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 
kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu 
perempuan. 
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b.  Ahli waris ashabah. 
Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak 
dijelaskan bagiannya dalam al-Qur‟an dan Hadist Nabi. Dia menerima 
hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada 
bersamanya ahli waris dzawu al- furudh dan mengambil sisa harta 
setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al- furudh yang 
ada bersamanya. 
Didalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang 
memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu 
menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli 
waris, ashabah yang di tingkat kekerabatannya berada dibawahnya, 
tidak mendapatkan bagian. 
Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, 
yaitu sebagai berikut: 
1) Ashabah bi nafsih yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya 
sendiri berhak menerima bagian „ashabah. Ahli waris kelompok ini 
semuanya laki-laki, kecuali mu‟tiqah(orang perempuan yang 
memerdekakan hamba sahaya), yaitu: 
a) Anak laki-laki. 
b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki. 
c) Bapak. 
d) Kakek (dari garis bapak). 





f) Saudara laki-laki se-ayah. 
g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
h) Anak laki-laki saudara laki-laki se-ayah. 
i) Paman sekandung. 
j) Paman se-ayah. 
k) Anak laki-laki paman sekandung. 
l) Anak laki-laki paman seayah. 
m) Mu‟tiq dan atau mu‟tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang 
memerdekakan hamba sahaya). 
2) Ashabah bi al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 
karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima 
bahagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia 
tetap menerima bagian tertentu. 
Ahli waris penerima „ashabah bi al-ghair tersebut adalah: 
a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. 
b) Cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-
laki garis laki-laki. 
c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki 
sekandung. 






Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung 
menerima bagian ashabah. Maka bagian ahli waris laki-laki adalah 
dua kali bagian perempuan.
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3) „Ashabah ma‟a al-ghair yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa 
karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain yang tidak 
menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia 
menerima bagian tertentu (al-furudl al-muqaddarah). Yang 
menerima ashabah ma‟a al ghair adalah: 
a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama 
dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki 
(seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggalkan ahli 
warisnya terdiri dari seorang anakperempuan, saudara 
perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing 
adalah: 
(1) Anak perempuan : ½ 
(2) Saudara perempuan sekandung : „ashabah  
(3) Ibu : 1/6 
b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama 
dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). 
Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang 
anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan 
dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-
masing adalah: 
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(1) Anak perempuan : ½ 
(2) Cucu pr dari garis laki-laki : 1/6 
(3) 2 saudara Pr seayah : ashabah 
c. Ahli waris dzawu al-arham  
Ahli waris dzawu al-arham adalah orang-orang  yang 
mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan 
bagiannya dalam al-Qur‟an dan atau Hadis Nabi sebagai dzawu al-
furudh dan  tidak pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang 
menjadi ashabah adalah laki-laki, maka dzawu al-arham itu adalah 
perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan.
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Menurut penelitian Ibnu Rusdy, ahli waris yang termasuk 
dalam dzawilal-arham adalah: 
1) Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan. 
2) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (bint al-
akh). 
3) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan 
(bint al-ukht). 
4) Anak perempuan dan cucu perempuan paman (bint al-„amm). 
5) Paman seibu (al-„amm li al-umm). 
6) Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (aulad al-akh li al-
umm). 
7) Saudara perempuan bapak (al-„ammah). 
8) Saudara-saudara ibu (al-khal atau al-khalah). 
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9) Kakek dari garis ibu (al-jadd min jihad al-umm). 
10) Nenek dari pihak kakek (al-jaddah min jihat al-jadd).87 
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah dzawil 
arham ini mendapat warisan atau tidak. Dalam hal ini zaid Ibnu Tsabit 
dan sahabat-sahabat yang mengikutinya tidak memberikan harta 
warisan kepada dzawil arham. Dengan pengertian, apabila orang yang 
meninggal tidak ada meninggalkan ahli waris dari ashbash al-furudh 
atau ashabah, maka harta warisan yang ditinggalkannya diserahkan 
kepada baitul mal. Pendapat ini dipegang pula oleh golongan tabi‟in, 
kebanyakan fuqaha, diantaranya, Malik, Syafi‟i, Auza‟iy, Mahkul, para 
ulama madinah dan ulama Dzahiriyah di antaranya Ibnu Hazm. 
Mereka ini mengemukakan alasan bahwa dalam ayat-ayat Mawaris, 
tuhan hanya menjelaskan ketentuan besar kecilnya penerimaan para 
ahli waris bagi golongan „ashabah al-furudh dan ketentuan tentang 
ashabah saja. Sedangkan ketentuan ahli waris dzawil arham tidak 
dijelaskan sama sekali. Dengan demikian menetapkan adanya hak dan 
ketentuan besar  kecilnya penerimaan pusaka dzawil arham berarti 





J. Hijab Mahjub 
Dalam tergabung lengkapnya ahli waris dalam kasus kewarisan, maka 
akan timbullah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu 
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didahulukan untuk mewaris dan adapula yang menempati urutan agak 
dibelakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan 
merumuskan kelompok keutamaan dan ada kalanya dengan mempergunakan 
lembaga yang dikenal dengan istilah hijab mahjub.
89
 
Hijab secara harfiyah berarti satir, penutup atau penghalang, orang 
yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub. 
Hijab ada dua, pertama hijab nuqsan yaitu menghalangi yang berakibat 
mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami, seharusnya 
menerima bahagian ½, karena bersama anak perempuan, bagiannya terkurangi 
menjadi ¼. Kedua hijab hirman yaitu menghalangi secara total. Hak-hak waris 
si mahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang 
menghijab.Misalnya, saudara perempuan sekandung semula berhak menerima 
bagian ½, tetapi karena bersama anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali.
90
 
Tentang hijab ini terdapat perbedaan antara kelompok ahlu Sunnah dan 
Syi‟ah. Menurut Ahlu Sunnah, yang berhak menghijab secara penuh adalah 
kelompok ahli waris laki-laki, kecuali dalam hal tertentu seperti anak 
perempuan menutup saudara seibu. Syi‟ah berpendapat bahwa perempuan 
juga dapat menghijab secara penuh. 
Rincian hijab menurut Ahlu Sunnah ialah : 
1. Cucu baik laki-laki maupun perempuan ditutup oleh anak laki-laki. 
2. Kakek ditutup oleh ayah. 
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3. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah. 
4. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki. 
5. Saudara se-ayah ditutup oleh saudara sekandung laki-laki dan oleh ahli 
waris yang menutup saudara kandung. 
6. Saudara seibu ditutup oleh Anak, Cucu, Ayah dan Kakek. 
7. Anak saudara kandung ditutup olehsaudara laki-laki seayah dan oleh ahli 
waris yang menutup saudara laki-laki seayah. 
8. Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh 
ahli waris yang menutup anak saudara kandung. 
9. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli 
waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah. 
10. Paman seayah ditutup oleh paman kandung dan oleh ahli waris yang 
menutup paman kandung. 
11. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan oleh ahli 
waris yang menutup paman seayah. 
12. Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak  laki-laki paman kandung 





Pewarisan adalah cara bagaimana melaksanakan penerusan atau 
peralihan atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada waris.
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Pewarisan dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada 
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pewarisan tanpa ada kematian. Sering dijumpai kasus kelebihan atau 
kekurangan harta dalam praktek penghitungan warisan ketika diselesaikan 
menurut ketentuan fudhul-muqaddarah.  
Kelebihan terjadi ketika hanya terdapat sedikit ahli waris dan tidak ada 
ahli waris „asabah, sementara terjadi kekurangan ketika banyak ahli waris 
yang harus menerima bagian warisan. Hal ini tentu akan menimbulkan 
persoalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu metode yang tepat misalnya 
dengan metode ushul al-masa‟il atau menentukan asal masalah. Langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut: 
Pertama, menyeleksi: 
1. Siapa ahli waris yang temasuk zawil al-arham 
2. Siapa ahli waris ashhab al-furudh 
3. Siapa ahli waris „asabah 
4. Siapa ahli waris yang mahjub 




Kedua, menetapkan asal masalah (ushul al-masail). Setelah diketahui 
bagian masing-masing ashab al-furudh kemudian mencari angka (kelipatan 
persekutuan) terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut 
dari bagian ahli waris. 
Ketiga, Setelah diketahui angka asal masalah langkah selanjutnya 
menghitung bagian masing-masing menggunakan angka masalah tersebut. 
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L. Derajat Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan 
Pembagian sisa tirkah untuk para ahli waris-setelah perawatan jenazah, 
membayar utang, melaksanakan wasiat, kemudian dimulai dengan urutan ahli 
waris yang sesuai dengan derajat dan urutan. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
94
: 
1. Ashhabul furudh 
Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang 
ditentukan dalam Kitabullah atau sunnah Rasulullah, atau ijma, baik 
mereka termasuk orang-orang yang mempdnyai kekerabatan karena nasab 
atau sebab. Mereka ada dua belas. Dari nasab tiga laki-laki dan tujuh 
perempuan. Dari sebab, dua orang yaitu suami istri.Golongan inilah yang 
pertama diberi bagian harta warisan.  
2. Ashabah nasabiyah  
Mereka adalah kerabat-kerabat laki-laki dari pihak ayah yang 
mengambil sisa dari tirkah setelah ashabul furudh. Mereka mengambil 
semua tirkah jika tidak ada ahli waris ashabul furudh asli seperti anak laki-
laki, ayah, saudara sekandung, saudara seayah, paman sekandung, atau 
paman seayah. 
3. Ashabah karena sebab 
yaitu orang yang memerdekakan baik laki-laki maupun perempuan. 
Orang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan maka 
perwalian terhadap budak itu menjadi hak orang yang memerdekakan. Dia 
mewarisinya jika orang yang meninggal tidak mempunyai ashabah nasab. 
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4. Ashabah tuan yang memerdekakan budak. 
Ashabah orang yang memerdekakan budak bisa mewarisi jika si 
budak meninggal sementara tuannya tersebut masih hidup.  
5. Radd untuk ashabul furudh nasab 
Jika orang yang meninggal mempunyai kerabat-kerabat dari ashabul 
furudh, sementara dia tidak mempunyai ashabah nasab, tidak pula sebab, 
sementara ada sedikit dari sisa tirkah maka sisa itu dikembalikan kepada 
dzawil furudh nasab saja.  
6. Dzawil Arham 
Mereka adalah kerabat-kerabat mayit yang bukan termasuk dzawil 
furudh atau ashabah, baik dari kalangan wanita seperti bibi dari garis ayah, 
bibi dari garis ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki atau dari kalangan 
lakilaki yang antara mereka dan mayit ada perempuan seperti ayah dari ibu, 
anakanak saudari perempuan dan anak-anak dari anak perempuan. 
7. Maula al-Muwaalaah 
yaitu seseorang yang tidak diketahui nasabnya melakukan 
perjanjian dengan orang lain di mana diyatnya harus ditanggung jika dia 
melakukan kejahatan. Dia mewarisinya jika yang lain meninggal. Orang 
yang menerima dinamakan dengan maulaa al-muwaalaah. Maka dia akan 
mengambil semua tirkah jika ashabul furudh nasab, ashabah, dan dzawil 
arham tidak ada. Atau, dia mengambil sisanya setelah salah seorang dari 
suami istri mengambil bagian warisan. Ini jika pihak yang melakukan 





pada waktu meninggalnya sekutu perjanjian itu, maka ashabahnya 
mewarisi orang yang melakukan perjanjian.  
Jika yang lain juga tidak diketahui nasabnya dan dia mengatakan 
pada orang yang pertama, seperti, "Kamu pelindungku. Kamu akan 
mewarisiku jika aku mati. Kamu akan membayar denda jika aku 
melakukan keiahatan," maka masing-masing dari mereka mewarisi yang 
lain dan membayar dendanya. 
8. Orang yang diakui mempunyai nasab kepada orang lain. 
Jika seseorang mati, sementara dia tidak meninggalkan urutan ahli 
waris di atas, maka tirkah menjadi hak orang yang diakui punya nasab pada 
orang lain, kemudian kepada orang yang menerima wasiat lebih dari 
sepertiga kemudian kepada Baitul mal. 
9. Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga 
Orang yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga memperoleh 
tambahan dari sepertiga jika orang-orang yang disebutkan sebelumnya 
tidak ada, atau salah seorang dari mereka ada namun dia membolehkan 
wasiat itu. Perolehan di sini seperti tingkatan sebelumnya, tidak melalui 
warisan namun melalui wasiat. Tapi, ini adalah wasiat hakiki, sedang 
sebelumnya dalam status wasiat. Artinya, wasiat hukmi.  
Jika seseorang berwasiat pada orang lain dengan setengah hartanya 
atau semuanya, sementara dia tidak mempunyai ahli waris seorang pun dari 
urutan yang tersebut di atas, dia memperoleh hak semua barang wasiat. Ini 





lebih dari sepertiga hanya demi menjaga hak ahli waris dalam warisan yang 
lebih dari sepertiga. 
10. Baitul Mal 
Tirkah diberikan ke Baitul Mal jika tidak ada seorang pun dari 
urutan-urutan di atas semua Bukan karena itu adalah warisan menurut 
Hanafiyyah dan Hanabilah, tapi karena itu adalah harta hilang yang tidak 
diketahui pemiliknya, atau karena itu adalah fai' (harta rampasan). Oleh 
karena itu, harta tersebut diberikan untuk kemaslahatan umum dan di 
berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demiikian, jika 
ahli waris ada dan dia menuniukkan bukti pewarisan harta itu maka dia bisa 
meminta kembali tirkah dari Baitul mal. 
 
M. Beberapa Cara Takharuj Atau Penyelesaian Masalah Dalam Pembagian 
Harta Warisan 




Pertama: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk orang lain 
dengan mendapat ganti yang diberikan oleh selain hartanya sendiri. Apabila 
telah sempurna takharuj, niscaya bertempatlah orang yang kedua ditempat 
orang yang pertama dan berhak lah dia menerima bagiannya, karena waris 
yang pertama telah menjual bagiannya dari harta peninggalan kepada yang 
kedua.   
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Kedua: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk waris-waris 
yang lain dengan mengambil suatu yang tertentu dari harta peninggalan itu 
saja, sedang sisa harta diserahkan kepada waris-waris yang lain. Apabila telah 
sempurna takharuj secara ini, maka si mutkaharij mengambil yang 
dimaksudkan itu, sedang sisa harta untuk waris-waris yang lain, sesuai dengan 
saham-saham mereka sebelum terjadinya takharuj.  
Untuk mengetahui saham-saham dari para waris dibagilah harta 
peninggalan kepada seluruh waris, termasuk kedalamnya mutakharij sendiri, 
kemudian digugurkan sahamnya dari jumlah saham dan dipandanglah jumlah 
waris-waris yang lain, sebagai asal masalah. Apabila kita bagikan sisa harta 
peninggalan atas jumlah ini, niscaya yang keluar itu adalah jumlah satu saham. 
Dan hasil perkaliannya dari harta peninggalan, baik masalah itu masalah 
„adilah atau „alaih atau masalah radd.  
Ketiga: salah seorang waris keluar dari bagiannya untuk waris-waris 
yang lain dengan mendapat ganti yang dibayar oleh waris-waris itu dengan 
harta mereka sendiri. Apabila telah sempurna takharuj dalam bentuk ini, maka 
waris yang keluar itu mengambil ganti bagiannya dari harta-harta waris-waris 
yang lain. Dan dibagilah harta peninggalan kepada semua waris dan masing-
masing waris itu menerima bagiannya dibagikan selain yang keluar itu sendiri. 
Sedangkan bagiannya dibagikan kepada waris yang lain secara sama rata. 
Maka apabila seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan seorang anak 
perempuan, dua orang anak lelaki dan dia meninggalkan 50 hektar tanah, lalu 
anak perempuan berdamai dengan dua saudaranya untuk melepaskan 





saudaranya dari hartanya sendiri, maka bagian anak perempuan dibagikanlah 
untuk dua saudara lelakinya secara sama rata. Dan hendaklah diperhatikan 
bahwa pembagian sama rata ini, jika sama banyak yang dipikul oleh masing-
masing mereka, kalau tidak, tentulah masingmasing mereka menerima 
seimbang dengan sempurna. 
Dalam menghadapi takahruj ini, hendaklah apabila seorang melepaskan 
bagiannya, maka takharuj itu dapat bersama dengan seorang dari waris dan 
dapat bersama seluruh waris. Dalam bentuk pertama, kedudukan orang yang 
melepaskan haknya diduduki oleh yang bertakharuj dengan dia dan menerima 
bagiannya.  
Dalam bentuk yang kedua, maka jika yang diberikan kepada yang 
melepaskan haknya, dari harta peninggalan sendiri, dibagilah sisa harta kepada 
waris-waris yang lain menurut saham mereka masing-masing sebelum 
dilakukan takharuj.   
Jika yang dibayar itu dari harta mereka masing-masing dan tidak 
ditegaskan cara membagi bagian yang melepaskan haknnya, maka haknya 
dibagi sama rata, antara waris-waris yang lain. Apabila mereka mempunyai 
sesuatu persetujuan terhadap cara pembagian itu, maka diikutilah cara itu.  
Di dalam KHI juga disebutkan sistem pembagian harta waris dengan 
cara takharuj, terdapat didalam pasal 183 yang berbunyi: “para ahli waris dapat 
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N. Bagian Warisan Untuk Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Dalam 
Hukum Kewarisan Islam 
1. Anak Laki-laki 
Anak Laki-laki Ia adalah ahli waris „ashobah yakni yang berhak 
menghabiskan sisa harta waris setelah diberikan kepada ashabu al-furud 
yang lain. Pembagian untuk dirinya selalu menguntungkan. Istilah 
„ashobah disebutkan dalam Pasal 193 dalam bahasan mengenai masalah 
Radd, sebagai berikut: 
“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris 
dzawil al-furud (yang berhak dengan saham tertentu-pen) menunjukkan 
bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan 
tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan tersebut 
dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, 
sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.
97
 
Berdasarkan Pasal tersebut, ahli waris „ashobah tetap diberlakukan 
dalam KHI yang berarti orang yang berhak menghabiskan sisa harta. 
Siapakah „ashobah tersebut? yang lazim dalam fiqh Islam Sunni salah 
satunya adalah anak laki-laki langsung pewaris. Sebagai dasar hukum 
penerimaan „ashobah dimaksud, sebagai berikut: 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‟il telah 
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Thawus dari ayahnya dari Ibnu „Abbas radliallahu „anhuma, dari Nabi 
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shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara`idh 
(warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang 
tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”H.R. Bukhari.
98
 
َكِر ِمْثُل َحظِّ ٱْْلُنثَيَْيِن ۚ فَإِن ُكنه نَِسآًء فَْىَق ٱْثنَتَْيِن فَلَ  ِدُكْم ۖ لِلذه ُ فِٓى أَْولََٰ هُنه ثُلُثَا يُىِصيُكُم ٱَّلله
ِحدَ   ةً فَلَهَا ٱلنِّْصفُ َما تََرَك ۖ  َوإِن َكانَْت َوَٰ
 
Artinya: “Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta 
pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak terlebih 
dua atau lebih maka bagi mereka dua pertiga dari harta 




Berdasarkan riwayat demikian, mendudukkan anak lelaki sebagai 
ashobah bertujuan agar ia selalu memperoleh bagian yang lebih banyak 
dari para ahli waris lainnya bahkan lebih banyak dari saudaranya sendiri 
yakni anak perempuan. 
2. Anak Perempuan‟ 
Merupakan ahli waris dari kelompok Nasabiyah yang memiliki 
nilai saham tertentu (furud al-muqaddarah). Kompilasi Hukum Islam 
menyebutnya dalam pasal 176, sebagai berikut: 
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, 
bila dua orang tau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 
bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka 
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Berdasarkan pasal tersebut, ada tiga perolehan saham yang 
mungkin didapatkan anak perempuan dengan situasi yang mendukungnya 
masing-masing, sebagai berikut: 
a. Memperoleh 1/2 saham apabila ia hanya sendirian tanpa ada anak 
perempuan yang lain ataupun anak laki-laki. 
b. Memperoleh 2/3 saham apabila ia berjumlah dua orang atau lebih 
tanpa adanya anak lelaki, seorang ataupun lebih. 
c. Memperoleh bagian ushubah (menghabisi sisa), baik sendirian atau 
terbilang ketika ada anak laki-laki yang menjadikannya untuk 
bersama-sama menghabisi sisa harta.
101
 
Ketiga cara perolehan dimaksud berdasarkan firman Allah, sebagai 
berikut: 
                      
                   
Artinya: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta pusaka 
untuk anak-anakmu yakni bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan 
itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta yang 
ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu seorang saja 




Khusus mengenai perolehan dengan jalan ushubah bersama-sama 
dengan anak laki-laki dapat dipahami dari kalimat, “bagian anak lelaki 
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sama dengan dua anak perempuan”, berarti perolehan anak perempuan 
tidak boleh sama atau lebih dari anak lelaki. Oleh karenanya, ketika ia 
bersama-sama dengan anak lelaki, maka ia hanya memperoleh separoh 
dari pendapatan anak lelaki atau dengan istilah berbagi dua banding satu (2 
: 1), sedang nilai saham 1/2 ketika ia sendirian atau saham 2/3 ketika ia 
terbilang tidak lagi berlaku karena adanya anak lelaki yang secara tetap 
mengambil jalan ushubah. Terlebih lagi sistem perhitungan bilangan 
pecahan juga tidak memungkinkan karena anak perempuan telah 
mengambil 1/2 berarti sisa harta yang ada juga 1/2 yang akan diberikan 
kepada anak lelaki, padahal anak lelaki seharusnya memperoleh dua kali 
lipat dari anak perempuan, sedang perolehan dimaksud menjadi mustahil 
karena diambil anak perempuan 1/2 harta. Maka dengan jalan ushubah 
secara bersama-sama menjadikan mereka berbagi secara adil setelah 
dikurangi bagian ahli waris lain yang tidak terhijab hirman oleh mereka. 
Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan Syria (M 269, 277) 
menjelaskan keadaan anak perempuan tersebut. Ayat2 pasal 277 
menyatakan bahwa warisan antara anak-anak perempuan dan anak laki-
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Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab 
sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak 
bungsu perempuan sebagai berikut: a. Anak perempuan lebih besar bagian 
dari anak laki-laki b. Pemberian rumah kepada anak bungsu perempuan.  
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan masyarakat dalam 
pembagian harta warisan bagi anak bungsu perempuan di Desa Buluh Cina 
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa ada beberapa pelaksanaan masyarakat yang bertentangan dengan 
hukum Islam yaitu: 
a. Bahwasanya pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan 
dari anak laki-laki di dalam hukum Islam sangatlah bertentangan. Di 
dalam KHI pemberian warisan lebih besar kepada anak perempuan dari 
anak laki-laki bisa dibenarkan, jika diantara ahli waris bersepakat 
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 
masing-masing mengetahui bagiannya. Akan tetapi aturan di dalam 
KHI tersebut tidak bisa diterapkan karena terjadi perselisihan diantara 
ahli waris. Sehingga pemberian bagian lebih besar kepada anak 








b. Bahwasanya pemberian rumah kepada anak bungsu perempuan sebagai 
penentu dalam besar bagian yang di dapatkan anak bungsu perempuan 
dari saudara-saudara yang lain di dalam hukum Islam sangatlah 
bertentangan, karena bagian di dalam hukum waris Islam yaitu satu 
orang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika 
anak perempuan itu lebih dari dua orang untuk mereka dua pertiga harta 
yang ditinggalkan, sedang jika anak perempuan itu satu orang saja 
maka ia memperoleh separoh harta. Di dalam KHI Pemberian rumah 
sebagai penentu di dalam bisa dibenarkan di dalam hukum Islam, jika 
orang tua memberikan rumah tersebut sebagai hibah yang 
diperhitungkan sebagai warisan dengan syarat persetujuan diantara ahli 
waris. Akan tetapi aturan di dalam KHI tersebut tidak bisa diterapkan 
karena terjadi perselisihan diantara ahli waris. Sehingga pemberian 
rumah sebagai penentu dalam warisan kepada anak bungsu perempuan 
tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum Islam. 
Adanya beberapa pelaksanaan masyarakat Buluh Cina dengan 
hukum Islam berbeda dikarenakan oleh beberapa faktor: 
a. Faktor Pendidikan  
b. Faktor Agama  
c. Faktor Mata Pencarian.  
Berdasarkan ketiga faktor tersebut menurut penulis penyebab 
mengapa masyarakat Buluh Cina memiliki pelaksanaan yang berbeda 
dengan hukum Islam atau masyarakat tersebut tidak paham pembagian 







1. Untuk masyarakat Desa Buluh Cina, ketika pembagian harta warisan 
sebaiknya tidak memakai hukum adat, karena pembagian harta warisan 
menggunakan hukum adat bertentang dengan aturan agama Islam. 
2. Jika tradisi ini tetap terus berlanjut di Desa Buluh Cina kecamatan Siak 
Hulu Kabupaten Kampar, maka kemungkinan besar akan terjadi 
permasalahan dalam pembagian harta warisan dikarenakan mereka lebih 
memilih aturan hukum adat dari pada hukum Islam. 
3. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus bekerja sama dalam 
menghidupkan kajian mingguan di Mesjid atau Mushola untuk 
menjelaskan terkait cara pembagian harta warisan menurut Islam. 
4. Tokoh adat sebaiknya lebih mengutamakan prinsip hukum Islam saat 
pembagian harta warisan ketimbang tradisi yang dibuat oleh nenek 
moyang sebelumnya atau yang dibuat oleh masyarakat di Desa Buluh Cina 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Buluh Cina? 
2. Bagaimana kondisi keagamaan di Desa Buluh Cina? 
3. Sejak kapan berlaku pembagian harta warisan menggunakan hukum adat di 
Desa Buluh Cina? 
4. Apa saja hak-hak anak bungsu perempuan dalam pembagian harta warisan? 
5. Apa alasan anak bungsu perempuan mendapatkan porsi lebih banyak dari 
saudara-saudara yang lain?  
6. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Desa Buluh Cina? 
7. Apakah ada sanksi jika tidak diberikan kepada anak bungsu perempuan di 
Desa Buluh Cina? 
8. Apakah ada kasus dalam pembagian harta warisan menggunakan harta 
warisan menggunakan hukum adat di Desa Buluh Cina? 
9. Penyelelesaian kasusnya antara ahli waris di Desa Buluh Cina? 
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